STANDAR
PENGUKURAN KAPAL OPERASIONAL

PROSEDUR

( Dasar Hukum

1. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. PP 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

3. Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 (TMS 1969);

4. PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal,

5. Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.

a Persyaratan

BAGI KAPAL = GT 7 BAGI KAPAL < GT 7 (1 s.d. 6)

1. Surat permohonan pengukuran kapal; 1. Surat permohonan pengukuran kapal;

2. Surat bukti hak milik atas kapal; 2. Surat bukti hak milik atas kapal;

3. Surat keterangan tukang untuk kapal yang dibuat di galangan tradisional; 3. Surat keterangan tukang untuk kapal yang dibuat

4. Surat keterangan galangan untuk kapal baja atau fiber; di galangan tradisional;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Surat keterangan galangan untuk kapal baja atau fiber;
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi / Perusahaan; 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Gambar-gambar kapal yang telah disahkan;
8. Bukti persetujuan nama kapal ON LINE (https://kapal.dephub.go.id/)
9. Rekomendasi perikanan (untuk kapal nelayan).

«Sistem, Mekanisme dan Prosedur (flowchart)
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Permohonan diajukan Disposisi Kepala Kantor Meneliti legalitas Pelaksanaan
oleh Pemilik / dikuasakan dan kelengkapan pengukuran fisik kapal
dengan melampirkan persyaratan dokumen persyaratan oleh ahli ukur
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Penerbitan surat ukur permanen Pengesahan daftar ukur Laporan hasil pengukuran Penerbitan surat ukur sementara
(berlaku selama tidak (untuk kapal penangkap ikan berupa daftar ukur kapal berlaku 3 (tiga) bulan berdasarkan
mengalami perubahan ukuran, pengesahan di Kantor Kesyahbandaran perhitungan sementara ahli ukur
tonase, nama kapal, tenggelam Utama Makassar, selain kapal dan tidak dapat diperpanjang
atau tidak digunakan lagi) penangkap ikan di kantor pusat Jakarta)

«Jangka Waktu Penyelesaian

43.770 Menit / 729,5 Jam - sampai dengan terbitnya surat ukur permanen

X Biaya/Tarif

PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL PENERBITAN SURAT UKUR

» GT1s.d.GT6 : tidak dipungut biaya (GRATIS) ®» GT7s.d.GT 35 : per surat ukur  Rp. 50.000,-
» GT 7s.d.GT 35 : per pengukuran  Rp. 50.000,- » GT36s.d.GT 174 : per surat ukur  Rp. 75.000,-
» GT 36s.d.GT 174 : per pengukuran  Rp. 75.000,- ®» GT175s.d. GT499 :persuratukur Rp. 300.000,-

® GT175s.d.GT499 :perpengukuran Rp. 300.000,-

Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016, Pasal 11 Ayat 2)

« Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

(0410) 2411 145 upp.maccinibaji@gmail.com http://uppmaccinibaji.org/
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